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ABSTRAK

Jodi Anggara / 20233044 : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos
Dalam Membayaran Pajak Di Kota Padang

Dosen Pembimbing . Dr. Dessi Susanti S.pd.,M.pd

Pembangunan daerah dapat berjalan dengan adanya pembiayaan dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber PAD terbesar adalah pajak
daerah. Untuk mewujudkan kenaikan penerimaan pajak, diperlukan kepatuhan
dari wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan wajib
pajak rumah kos terhadap Peraturan Daerah No0.8 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah, menganalisis pengetahuan wajib pajak, dan menganalisis kendala dan
upaya dalam penerapan peraturan perpajakan. Dengan pendekatan Kualitatif,
Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan analisis dengan teori kepatuhan wajib pajak oleh Norman D.
Nowak dan syarat wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor
192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria
Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
didapatkan hasil bahwa wajib pajak rumah kos telah patuh terhadap Peraturan
Daerah No.8 Tahun 2011, terlihat dari pemahaman peraturan yang berlaku,
mengisi formulir dan menghitung pajak dengan benar, membayar dan melaporkan
pajak tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, dan tidak pernah dipidana
akibat tindak pidana perpajakan. Terhadap pemahaman peraturan, wajib pajak
dapat menjelaskan dengan baik objek pajak, tarif pajak, serta dasar pengenaan
pajak rumah kos sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat kendala yang
ditemukan, yaitu terkait dengan sistem pembayaran, peraturan yang berlaku,
potensi pajak, dan omzet yang dilaporkan. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh
Badan Pendapatan Daerah adalah melakukan pendataan potensi, melakukan
survey serta sosialisasi kepada pemilik rumah kos, memperbaiki sistem
pembayaran pajak, dan melakukan tindakan tegas kepada pemilik rumah kos yang
tidak kooperatif.

Kata Kunci: pajak kos, kepatuhan wajib pajak, rumah kos
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan bangsa Indonesia dilakukan agar terwujudnya
kestabilan perekonomian dan meningkatnya produktivitas negara agar
terbentuknya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk
mewujudkan pembangunan tersebut, perlu campur tangan langsung dari
pemerintah dan masyarakat, salah satu bentuk nyatanya adalah dengan taat
dan patuh membayar pajak. Pajak yang telah dipungut oleh pemerintah
akan menjadi pendapatan negara dan dapat digunakan untuk membiayai
pembangunan bangsa Indonesia (llanoputri, 2020).

Pembangunan bangsa Indonesia dapat dimulai dari pembangunan
di setiap daerahnya. Merujuk kepada pemberlakuannya otonomi daerah,
pemerintah daerah diminta mencari sumber keuangannya sendiri agar
dapat membiayai pembangunan di daerahnya, salah satunya adalah dari
penerimaan pajak daerah (Suparman et al., 2019). Menurut Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Pajak daerah terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan,

dan lainnya (Sihombing & Sibagariang, 2020).



Pemberlakuan otonomi daerah yang tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, membuat
pemerintah dapat mengatur dan menetapkan besaran tarif pajak daerah
yang akan dipungut di daerahnya masingmasing. Penerimaan pajak yang
telah dipungut oleh pemerintah daerah tersebut tercantum di dalam
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Hendito (2020), PAD
merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil pemungutan yang
dilakukan berdasarkan peraturan daerah yang telah sesuai dengan Undang-
Undang yang berlaku. Maka dapat diketahui bahwa besaran PAD yang
diterima di setiap daerah sudah pasti akan berbeda dikarenakan peraturan
setiap daerahnya yang berbeda-beda (Suparman et al., 2019).

Selain pendapatan dari pajak daerah, ada beberapa sumber
pendapatan lain yang masuk ke dalam PAD, diantaranya adalah retribusi
pajak, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah. Namun jika dibandingkan dengan sumber lainnya,
pendapatan pajak daerah menyumbang nilai yang lebih besar di dalam
PAD. Maka dalam hal ini, pemerintah daerah memaksimalkan
pemungutan pajak untuk meningkatkan jumlah pendapatan asli di daerah
tersebut. Dengan meningkatnya pendapatan daerah, maka pembangunan
yang dapat dilakukan di daerah tersebut semakin meningkat dan tingkat
kesejahteraan masyarakatnya pun dapat meningkat (llanoputri, 2019).

Kota Padang merupakan pusat kota dari provinsi Sumatera Barat,

yang berarti Kota Padang merupakan salah satu kota besar, selain itu



letak Kota Padang ini berada di Tempat yang strategis dengan
memanfaatkan wisata lautan sehingga kota ini banyak di kunjungi atau
ditempati olenh masyarakat di berbagai wilayah yang berada di Prov.
Sumatera Barat. Menurut Sistem Pelaporan Pembangunan Kota Padang
(2023), Kota Padang termasuk sebagai kota yang pertumbuhan
pembangunan di daerahnya berjalan dengan baik, dapat dilihat dari tingkat
realisasi PAD nya yang selalu meningkat setiap tahunnya. Kemudian
dalam menjalankan otonomi daerah, Kota Padang juga sudah mengatur
dan mengurus kepentingan pemerintahannya sendiri yang telah diatur di
dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2008 Tentang
Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Padang.

Dalam hal lainnya Kota Padang dikenal dengan kegiatan
perdagangan, jasa, dan industrinya. Maraknya tren urbanisasi, membuat
banyak masyarakat daerah yang mencoba peruntungannya di wilayah
perkotaan, salah satunya Kota Padang. Hal ini dapat terlihat dari jumlah
penduduk di Kota Padang selalu meningkat setiap tahunnya (Badan Pusat
Statistik, 2023). Banyaknya para pendatang yang bekerja, melanjutkan
pendidikan, atau hanya sekedar bertempat tinggal di Kota Padang
membuat semakin banyaknya jenis hunian yang tersedia di kota ini.
Namun bagi masyarakat rantauan, mereka umumnya akan lebih memilih
tinggal di hunian sementara, seperi rumah kos dan kontrakan. Sehingga

membuat usaha rumah kos dan kontrakan menjadi menjamur.



Dalam hal ini, pemerintah Kota Padang sesuai dengan Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
menerapkan pengenaan pajak kepada para pemilik usaha rumah kos, pajak
rumah kos sendiri tercantum di dalam peraturan pajak hotel. Menurut
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.
Rumah kos adalah penginapan yang memiliki skala jangka waktu tertentu
yang memungut bayaran dan memenuhi Kriteria satu luasan/satu hamparan
dengan satu kepemilikan, adanya fasilitas seperti Mandi, Cuci, Kakus
(MCK) di dalam kamar dan/atau memberikan kemudahan dan
kenyamanan, termasuk fasilitas lainnya dengan ketentuan jumlah kamar
lebih dari sepuluh. Subjek pajak rumah kos ini adalah orang pengguna
rumah kos tau badan penyewa rumah kos . Sedangkan objek Pajak rumah
kos ini adalah Rumah kos atau badan yang menyediakan rumah kos

tersebut

Tabel 1 Pajak Rumah Kos Terdaftar di Bapenda Kota Padang dari
tahun 2019-2022

Tahun | Rumah Kos terdaftar Daftar rumah kos yang telah bayara
pajak

2019 65 65

2020 72 69

2021 86 78

2022 117 110

Sumber : Bapenda Kota Padang

Menurut informasi yang didapat dari Bapenda Kota Padang (2022),
Januari sampai Desember 2022 hanya 117 rumah kos yang terdaftar dan

110 rumah kos yang membayar pajaknya. Hal ini menyebabkan



penerimaan pajak rumah kos di Kota Padang masih belum maksimal.Di
lihat dari tahun 2019 sampai 2020 wajib pajak rumah kos yang terdaftar
sering meningkat setiap tahunnya, akan tetapi wajib pajak yang membayar
pajak rumah kos tidak sesuai dengan jumlah rumah kos yang terdaftar
sehingga kepatuhan wajib pajak disini terus menurun . Sedangkan
kepatuhan pemilik usaha rumah kos dalam membayar pajak diperlukan
agar pemerintah dapat mencapai tingkat realisasi pajak rumah kos dan
memaksimalkan penerimaan PAD di Kota Padang (Ardhyanto & Sasana,
2018).

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan faktor
penting agar realisasi PAD dapat tercapai sepenuhnya. Kepatuhan tersebut
dapat dicapai apabila wajib pajak memahami aturan perpajakan dengan
benar, maka setelah itu wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk
membayar pajak sebagai bentuk kontribusinya kepada negara. Kemudian
pelayanan terbaik yang diberikan oleh petugas pajak juga diperlukan
dalam hal membantu wajib pajak saat akan membayar dan melaporkan
pajaknya (Ardhyanto & Sasana, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis
Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos Dalam Membayar Pajak di Kota

Padang”



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan merumuskan
permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini yaitu :
1. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos dalam Membayar
Pajak Di Kota Padang?
2. Bagaiamana kendala yang dialami para wajib pajak rumah kos dan
Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam menjalankan peraturan
perpajakan yang ada serta menganalisis upaya atau cara yang dilakukan

oleh pemerintah daerah dalam mengatasi kendala yang dihadapi?

C. Tujuan penelitian
Dari rumusan masalah yang telah di jabarkan di atas, dapat
diketehaui tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak rumah kos dalam membayar
pajak di kota padang.

2. Untuk menganalisis kendala yang dialami para wajib pajak rumah kos
dan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam menjalankan
peraturan perpajakan yang ada serta menganalisis upaya atau cara yang
dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi kendala yang
dihadapi.

D. Manfaat penelitian
Penenlitian ini di lakukan dengan harapan dapat memeberikan
manfaat, Berupa :

1. Manfaat teroritis



Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang aturan
pajak daerah khususnya pajak rumah kos dan dapat digunakan sebagai
referensi untuk penelitian yang sejenis.

. Manfaat praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi
bagi pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan pemungutan pajak
dan menjadi pengetahuan baru untuk masyarakat khususnya pemilik
usaha rumah kos tentang aturan perpajakan mengenai pengenaan pajak
rumah kos serta diharapkan para pemilik usaha rumah kos dapat
mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku di daerahnya
masingmasing.

. Untuk memperluas ilmu pengetahuan peneliti di bidang manajemen

perpajakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap

kepatuhan wajib pajak rumah kos dalam membayar pajak yang telah

melibatkan empat narasumber yang berasal dari para pemilik usaha rumah

kos dan satu narasumber yang berasal dari pegawai di Badan Pendapatan

Daerah Kota Padang didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1.

Berdasarkan analisis dengan teori kepatuhan wajib pajak oleh Norman
D. Nowak dan syarat wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 Tentang Tata Cara
Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak didapatkan
hasil bahwa wajib pajak rumah termasuk ke dalam kriteria wajib pajak
yang patuh menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan
Peraturan Daerah No. 8 Tahun 11 Tentang Pajak Daerah. Selain itu
wajib pajak rumah kos sudah memenuhi kepatuhan formal dan
kepatuhan material sebagai wajib pajak. Wajib pajak dapat memahami
peraturan yang berlaku, mengisi formulir dengan tepat dan benar,
menghitung pajak terhutang dengan benar, membayar serta
melaporkan pajak secara tepat waktu, serta melaporkan Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah dengan benar.

73



74

Dalam menerapkan peraturan perpajakan rumah kos ditemui beberapa
kendala, yaitu, system pembayaran pajak rumah kos di awal cendrung
menyulitkan wajib pajak, peraturan pajak yang kurang mendalam
menyebabkan wajib pajak kesulitan untuk menghadapi kondisi-
kondisi  tertentu, adanya kecemburuan sosial akibat tidak
mendalamnya peraturan yang menyebabkan pemilik rumah kos dapat
melakukan penghindaran pajak dengan membangun beberapa usaha
rumah kos yang tidak lebih dari 10 kamar dan terletak berdekatan
dengan nama kepemilikan yang sama, potensi pajak masih rendah
akibat terbatasnya SDM dalam melakukan pendataan potensi dan
sosialiasi, serta omzet yang dilaporkan cenderung kecil akibat dari
lebih banyaknya jumlah rumah kos sederhana yang memiliki harga
sewa rendah.

Dalam menghadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
melakukan beberapa upaya untuk menghadapi kendala tersebut, yaitu
dengan memperbaiki sistem pembayaran menjadi lebih mudah untuk
para wajib pajak daerah, melakukan survey dan sosialisasi untuk
meningkatkan potensi pajak serta pengetahuan perpajakan, melakukan
pendataan potensi untuk mendapatkan data yang update dan
diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, melakukan
tindakan tegas kepada wajib pajak yang tidak kooperatif, seperti
memberikan surta teguran, mendatangi langsung wajib pajak tersebut,

atau penempelan stiker.
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B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, berikut ini beberapa

saran yang dapat peneliti ajukan.

1.

Melakukan sosialisasi secara mendalam dan jelas terhadap pajak rumah
kos yang berlaku di Kota Padang agar para pemilik usaha rumah kos
dapat menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terhadap
rumah kosnya.

Penegasan sikap oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan
peraturan pajak rumah kos agar tidak adanya penghindaran pajak yang
dilakukan oleh pemilik usaha rumah kos

Melakukan pendataan dan survey secara merata dan selalu ter update
agar potensi dari pajak rumah kos dapat menjadi lebih besar, sehingga

penerimaan dari pajak rumah kos semakin meningkat.
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